
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 27 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2020 
TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

Menim g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa denga n telah ditetapkannya Peraturan en teri 
Pendayagunaan Aparatu r Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 t ntang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik, aka Peraturan Bu pati Tasikmalaya 0 or 51 
T 2020 e tang T t Kelol Sistem Peme ·n tahan 
B rb sis Elektroni perlu ilakukan penyempurnaan; 

b. bahwa berd sarkan pertimbangan ebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , erlu menetapkan Peratur n Bupati 
T sikmaI ya tenta g Perubaha Atas Peraturan Bupati 
TasikmaIa a Nomor 5 1 Tahun 2021 ten tang T ta KeloIa 

istem Pe er· tah Berbasis Elektronik; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pem ent kan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
seb gaimana telah diubah dengan Und ang-Undang Nomor 4 
Tahu n 1968 tentang Pembentukan Kabu paten Purwakarta 
dan Kabupaten Su ang engan mengubah Undang-Undang 

omor 14 Tahun 1950 tenta ng Pembentuk n Daerah-daerah 
Kab aten 
(Lembaran 
Tambahan 
2851) ; 

Dalam L· gkungan Propinsi Djawa Barat 
egara RepubIik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
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perubahan atas Transaksi Elektronik (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang PeIayanan 
Publik (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5 8); 

5. U ang-U dan 'om r 23 hun 2014 tentang 
Pe erin an Daerah (Le bar n N ara RepubIik In onesia 
ahun 20 4 om r 44, Tam ahan Lembaran Negara 

R publik Indonesia Nomor 55 7) s b gaim ana telah beberapa 
k Ii diubah terakh' dengan Un ang-Un ang No or 9 Tahun 
20 1 tentang Peru ahan K dua ta Undang- n ang Nomor 
23 Tahun 2 14 tentang erne 'nt an Daera (Lembaran 
Ne ar Rept e ia ' u 201 4 Nom r58, Tambahan 
Lembaran Ne i Indonesi N or 5679); 

6. Peraturan Pemeri No mC'T 6 1 ta u n 20 lO tentang 
Pel an Und g-Undang No or 14 Tahun 2 tentang 

terbukaan Inforrna i PubH (Lembaran Negal'a Republik 
I n 01 N Q9, an aha n embaran 

omor 14Q) ; 
Pemer ' mor 8 a 20 12 ten tang 

PenyeIen n istem an Tr, nsa - ' .Iek 'k (I.~mbaran 
egara pubIik Indon a Tahlln 201 2 Nomor 

189,Tambahan Le baran Negara Republik Indo esi 1 Nornor 
5348); 

8. Peraturan Presiden am or 95 Tahun 2018 tent' ng Sistem 
Pemerintahan Berbasi Elektronik; 

9 . Peraturan Presiden mor 39 Tahun 2019 tentang ' atu Data 

Indonesia ; 
10. Peraturan M teri Kom n ikasi clan i form tika Nomor 10 

Tah u n 2015 tentan Tata Cara Pendaftar n Sistem Elektronik 
Instansi enye enggara Ne!1'al:a 

11 . Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Sistern Keamanan 
Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 551) ; 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi 
Pemerintah; 
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nomor 59 Tabun 2020 ten tang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 ten tang Manajemen Data 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

15. Peraturan Oaerab J bupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tabun 
2016 ten tang aiR C a Pembentukan Prod uk Hukum 
Oaerah (Lembaxan Oae ab 
20 No or 1); 

hupaten Tasikmalaya Tabun 

16 . P atura Oaerah {abupate aSlkmaJa 'a Nomor 3 Tabun 
2016 ten tan Urusan remerintaban yang menjadi 
Kewenanga n Pe . tahan Ka upaten Tasikmalaya 

(Lembaran Oaerab Ka bupaten Tasikmalaya abun 2016 
Nomo 3); 

17. Pe tura D rab Kabupa e T sikmalaya Nomor 7 Tabun 
20 16 te tang P mbentukan an Sus nan P rangka t Daerab 
(Lem Daerab abupaten Tasi m aya T n 2016 
Nomor 7), ebagaim a t 1 h diubah dengan Peraturan 
Daerab abu a e Ta ' r 1 Tall ·m 2019 
tentan Perubaban Oaerah K'lbupaten 

Pe , ent ukan dan 
usunan Per a t Oae ae K bupaten 
asikmalaya ahu 20 om 

18. Peraturan B pati Tasikmalaya omOT 7 T un 20 1 tentang 
Kedudukan, Sus nan Organisasi, Tugas d· n Fungsi 
Perangkat Oaerab (Berita Oaerah Kabupaten Taslkmalaya 
Tabun 2019 Nomor 7) ; 

MEMUT SKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBP.~l-jAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TASIKM LAYA NOM R 51 T. HUN 2020 TE TANG TATA 
KELOL SISTE, E RB IS ELEKTRONIK. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tabun 2020 
tentang Tata Kelola Sistem Pemerintaban Berbasis Elektronik (Berita Oaerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 51) diubab sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal! diubab, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Pasa! 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya . 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonorn Kabupaten Tasikmalaya. 

5 . Perangkat Dae ah adalah unsur Pernban u Bupati dalam penyelenggaraan 

urusan pemenntah ya g enjadi ewenangan daerah . 
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Uns pelaksana pemerintahan idang komu n ikasi dan informatika, 
. t ti. . serta persandian. 

7 . i tern Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingka SPBE 
. d ·m penyelenggaraan pemeri n tahan yang memanfaatkan teknologi 
in or asi d an kornunikasi untuk rnemberikan layanan kepada P ngguna 
SP E 

8. Tekn logi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah 
seg,ala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, man ipu lasi, pengelolaan 
d pemind.a ha n informasi antar e ia. 

9 . Tata Kelo a is Pemerinta a n Berbasi lektronik yang selanjutnya 
disl' b t Tat elo a PBE a all kerangka kerja yang me astikan 
terl :~anya pe gaturan, pengar han dan pengendalian dalam pe erapan 
SP E secara terpadu . 

10. Re can a Tnduk S P E 
pembanguna n SPBE secara 
tah n. 

Nasional a alah dokumen perencanaan 
nasional untu k jangka waktu 20 (d ua puluh) 

11 . Arsit ktur SPBE adalah kerangka dasar yang mend.eskripsikan integrasi 
prose isnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi PBE, dan 
keama an SPBE unt u engha ilkan layanan SPBE yang terintegrasi. 

12 . Arsitektu r SPBE Na ion a a lah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara 
nasional . 

13. Arsitektur PBE Pe erintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang 
diterapkan di Pe erin h erah. 

14. Peta Rencana SPBE a dalal dokumen ang mendeskripsikan arah dan 
langkah penyiapan dan pelaksan SPBE yang terintegrasi. 

15. Peta Rencana SPBE Nasional ad lah Peta Rencana SPBE yang diterapkan 
secara nasional . 

16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang 
diterapkan di Pemerintah Daerah. 

17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling 
terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah 
Daerah rnasing-masing. 
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18. Standard Operational Procedure atau Prosedur Pengoperasian Baku yang 
selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang 
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi , 
sebagaimana dan kapan harus dilakukan , dimana dan oleh siapa. 

19.1nformasi adalah keterangan , pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai , makna dan pesan baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam 
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 

20. Infrastruktur S PBE adalah semua perangka t keras, perangkat lunak, dan 
fasilitas ang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem , 
aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat 
integrasi / pengh ubung, dan perangkat elektronik lainnya. 

21. pI" a si SPBE adalah satu atau sekumpulan program kom ut r dan 
rosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Lay nan 
P E. 

si Umum adalah Aplikasi SPBE yang sarna, standar, dan digu akan 
secar bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. 

23. A 'kasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dike b gkan , 
di nakan, dan dikel la oleh instansi pusat atau p merint h daerah 
te entu untuk memenuhi kebutuhan khusus ang bukan ke utuhan 
ill ta si P sa dan pemerintah da erah lain. 

24. Keamanan SPBE a alah pengendalian keamanan yang er du dalam 
SP E . 

25. La anan SPBE adalah ke uaran yang diha 'lkan oleh 1 (satu) a t u eberapa 
fun si aplik si SPBE dan yang memiliki n ilai manfaat . 

26 . Ti k inasi SPBE pemerintah daerah adal tim y dibe tuk untuk 
melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE. 

27. Tim Asesor In ternal ada lah sekelompok Ase or yang terdiri dari 
peja at/ pega wai di lingkun gan Pemerinta h Daerah u n tuk elaksanakan 
penilaian mandiri atas penerapan SPBE pemerintah Daerah; 

28. Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim A esor Internal 
pada pen rapan SP E Instansi Pu t dan Pemerintah Daerah 

29. Server adalah piranti khu sus dalam jarin gan kompu ter yang m enjadi 
tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan 
resource sharing. 

30. Sistem Jaringan adalah kumpulan si tem-sistem sumber daya perangkat 
komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung 
melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat d i akses secara bersama. 

31. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan 
dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar. 

32 . Application Programming Inteiface untuk selanjutnya disingkat API adalah 

teknologi yang digunakan untuk memfasili tasi pertukaran informasi atau 
data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak. 
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33. Keamanan lnformasi adalah suatu kondisi dimana tetjaganya aspek 
kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi. 

34. Pusat Data (Data Center) adalah fasilitas yang digunakan untuk 
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk 
keperluan penempatan, penyimpanan data. 

35. Hosting adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data 
yang diperlukan oleh sebuah web site sehingga dapat diakses lewat internet. 

36. Colocation Server adalah temp at yang menyediakan layanan untuk 
menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar 
keamanan fisik dan infrastruktur. 

37. Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas 
pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalami gangguan atau 
tidak da pat digunakan semen tara waktu selama dilakukannya pemulihan 
pada Pusat Data. 

38. Service Level Agreement yang selanjutnya disingkat SLA adalah kese a ka tan 
eIj jian layanan antara dua kelompok 

39. System Development Life Cycle yang selanjutnya disingkat SDLC a dalah 
model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem 
perangkat lunak. 

40. Gove ment S rvice Bus yang selanjutnya disebut GSB adalah layanan 
infrastruktur integrasi data antar a plikasi Pemerintah Daerah Provi si Jawa 
Barat . 

4 L Us r Interface adalah tampilan m uka pada apli asi g memu dahkan 
pen ggunanya untuk berinteraksi. 

42 . Source Code yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Progr m adalah 

ko p nen d sar dari suat u program kompu ter atau aplik si. 
43. Ba is D t (Databa se) adalah suatu sistem yan menyimpan da dalam 

jumlah besar dengan mekanisme sistema tis dan terstruk ur. 
44. Open source a dalah istilah yang digunakan oleh perangkat I nak atau 

software yang telah membebaskan atau membuka source code-nya untuk 
dapat dilihat oleh user a tau penggunanya dan mem bebaskan penggunanya 
untuk bisa melihat bagaimana cara ketja dari software tersebut serta 
penggunannya juga bisa mengembangkan ataupun mem perbaiki software 
tersebut agar menjadi lebih baik lagi. 

45. Copy Digital adalah istilah untuk menjelaskan file komputer yang 
dipindahkan dalam bentuk salinan fisiko 

46 . Backup data adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi 
(data) yang tersimpan di dalam hardisk komputer yang biasanya dilakukan 
dari suatu lokasi /perangkat ke lokasi/perangkat yang lain. Data atau 
kumpulan informasi tersebut bisa berupa file dokumen, gambar, video, 
audio, system windows, driver atau software/program tertentu. 

47. Penetration Test adalah simulasi serangan yang disahkan pada sistem 

komputer yang mencari kelemahan keamanan , yang berpotensi memperoleh 
akses ke fitur dan tata sistem. Proses ini biasanya mengidentifikasi sistem 
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target dan sasaran tertentu, kemudian menmJau informasi yang tersedia 

dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. 
48. Assessment adalah suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu 

pekeIjaan atau sistem. 
49. IP Public adalah sebuah IF address atau alamat jaringan yang bersifat unik 

(pada bagian network identifef) untuk tiap-tiap komputer dan digunakan 
pada jaringan internet. IP Address Public ini hanya dimiUki oleh masing­
masing komputer di seluruh dunia termasuk juga perangkat-perangkat lain 
yang terhubung untuk memudahkan dalam pengenalan satu sarna lain. 

50. Node adalah komputer, Printer dan periperal (perangkat keras) lainnya yang 
terhubung dengan jaringan. 

51 . Internet adalah sebuah jaringan privat (private network) yang menggunakan 
protokol-protokoI Internet (TCP/IP) , untuk membagi informas i dalam 
'n g p internal organisasi atau an tar instansi. 

52. u tonomous System (AS) Number atau yang disingkat ASN adalah n mor 
two- yte unik yang diasosiasik n dengan AS. ASN digunakan s agru 

n 'dentifikasi yang rnemungkinkan AS u n tuk saling menukar informasi 
ro uf g dinamik dengan AS yan lain. Protokol routin eksteri r seperti 
B reler Gateway Protocol (BGp) membutuhkan ASN untuk saling rtukar 
in~ rmasi antara jaring 11. 

53. Nam a Domain emerintah Daerah adalah alamat internet dari lnst Sl yang 
dapat i nakan dalam berkomunikasi melalui inte e , rupa kode atau 
su u karakter y g ber ifat unik u n tuk menunju lokasi terten tu 
dalam internet. 

54. E-mail resmi adalah mail yang digunakan dalam aktivita kegiatan 
kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmala a yaitu 
em "l. ta ikrnalayakab.go .id . 

55. Walida ta adalah Perangkat Daerah yang mem bidangi u rus n statistik 
melaksan akan kegiatan pen gumpul n , pemeriksaan, dan p ngel laan data 
yang d i mpaikan oleh produsen data , serta menye arluaskan data. 

56. Manaj men Da ta adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan , 
pengumpulan , pemeriks an dan penyebarluasan yan g dilakukan secara 
efektif dan efisien ebingga diper leh data yang aku rat, mutakhir, dan 
terin tegrasi. 

57 . Repository atau tempat penyimpanan adalah loka si penyimpanan dari 
perangkat lunak yang m ungkin diambil dan diin stal pada komputer. Digital 

Repository juga dikenaI sebagai virtual a tau perpustakaan digital. 
58. Data Warehouse atau gudang data adalah suatu sistem komputer untuk 

mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi , umumnya 
suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke gudang data 
menurut jadwal teratur selanjutnya manajemen dapat melakukan query 
kompleks dan an ali sis data terhadap informasi tersebut tanpa membebani 

sistem operasional. 
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2 . Pasal 5 di hapus. 

3 . Ketentuan Pasa! 6 di ubah , sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE untukjangka waktu 5 (lima) tahun . 

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk SPBE Daerah dan Roadmap 
Reformasi Birokrasi daerah . 

(3) Arsitektur PBE mendeskripsikan substansi arsitektur y g memuat : 
a. domain arsitektur Proses Bisnis; 
b. domain arsitektur Data dan Informasi; 
c. domain arsitektur lnfrastruktur SPBE; 
d . domain arsitektur Aplikasi SPBE; 
e. domain arsitektur Keama nan SPBE; dan 
f. omain arsitektur Layanan SPBE. 

(4) sitektur SPBE mengatur integra si SPBE antar perangkat daerah , antar 
P merintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan emerintah 
Daerah; 

(5) Arsite ur PBE di u un oleh Dinas dengan melibatkan setia p perangkat 
Daerah dalam memberikan informasi kebu tuh an TIK esuai tu as dan 
f n gsinya dan ditetapkan oleh Bupati. 

(6) itektur SPBE dil ukan reviu pada paruh wakt dan tahun terakhir 
peJaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuh an. 

4 . Keten tu nasal 7 iubah , seh ingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasa! 7 

(1) Bu a . men etapkan Peta Rencana SPBE untuk jangka 
tahun . 

5 (lima) 

(2) Peta R ncana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
berpedoman pada Peta Rencana SPBE asional, Arsit tur SPBE Daerah, 
Rencana Pembangun n J angka Menengah Daerah, encana lnduk SPBE 
Daerah dan Roadmap Reformasi Birokrasi Daerah . 

(3) Peta Rencana SPBE s bagaimana pasal 6 ayat (1) memuat secara lengkap 
mengenai : 
a . Ta ta Kelola SPBE; 
b. Manajemen SPBE; 
c. Layanan SPBE; 
d . Infrastruktur SPBE; 
e. Aplikasi SPBE; 
f. Keamanan SPBE; dan 
g. dan Audit TIK. 
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(4) Peta Rencana SBPE mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE NasionaJ. 

(5) Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap 
perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TTK sesuai 
tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Bupati. 

(6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun 

terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 

5 . Diantara PasaJ 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasa!, yakni PasaJ 12A 
sehingga berbu nyi sebagai berikut : 

Pasal 12 A 

(1) M aJemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya da a yang 
ak rat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebag i asar 
perencanaan, pelaksanaan , eva!u asi, dan pengendaJian pembangunan. 

(2) M ajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengel laan 
sitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualita ata. 

(3) an jemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dil ksanakan 
berdasark pedoman manajemen data SPBE. 

(4) Keten tuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen a ta SPBE 
d · aku kan esuai peratu ran perundang-undangan . 

6. Keten tu an Pasa! 14 diubah, seh ingga berbunyi sebagai beriku 

Pasal 14 

(1) J aringan Intra Instansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga 
ke a nan dalam melakukan pengiriman data dan informasi simpul 
jaringan antar perangkat daerah dan/atau den gan instansi p merintah 
lai nya . 

(2) Penyelengg aan jaringan intra sebagaima na dim s ud d am ayat (1) 

dapat m enggunakan ja ringan fisik yang dibangun sendiri dan / atau yang 
dibangun oleh p nyedia jasa layanan j ringan den a memperhatikan 

aspek efektivita s dan efisiensi pengelolaan dan pembiayaan. 

(3) Layanan Jari gan Intra Pemerintah Daerah menyediakan interkoneksi 
Layanan Jaringan In tra Instansi Pemerin ah Daerah dengan Jari.ngan Intra 
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain nya; 

(4) Pengelolaan jaringan intra dan keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh 
Dinas. 

(5) Dinas menyusun standardisasi jaringan in temet perangkat daerah. 

(6) Standardisasi Perangkat Jaringan Internet sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 

(7) Seluruh Perangkat Daerah wajib terhubung dengan jaringan intra 
pemerintah daerah. 
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7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diuball, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan 
pemerintah untuk memudahkan dalanl melakukan integrasi antar 
Layanan SPBE. 

(2) Dalanl menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemenntah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemerintah Daerah harus: 
a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antara Pemerintah 

Daerah denga n Instansi Pusat dan antar Pemerintah Daerah; 
b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE. 

(3) Seluru h Layanan SPBE pada Perangkat Daerah wajib menggunakan 
Sis tem Penghubung secara terin tegrasi yang dikelola oleh Dinas. 

8 . Ket n an Pasal 17 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Pu sat Data bertujuan u ntuk meningkatkan efisiensi dalam 
emanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah. 

(2) Pu at Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat beru pa : 

a . Pusat Data asional; dan / a tau 
b . at Data Pem rintah Daerah. 

(3) at Data Pemerintah Daerah sebagaimana di a ksud pada ayat (2) 
huruf b dikelola oleh Dinas. 

(4) Pu t data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan 
fa si litas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat in terkoneksi 
d ngan Pusat Data Nasional. 

(5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain 

Pusat Data dan manajemen Pusat Data. 

(6) Dalam hal S dar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksu d pada ayat 
(5) belu m tersedia , Pemerintah Daerah yang telah emiliki Pusat Data 
harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan 
manajemen u sat Data. 

(7) Setiap Perangkat Daerah waj ib menempatkan data dan/atau servernya di 
Pusat Data. 

(8) Dalam menjaga keberlangsungan layanan dan keamanan data di Pusat 
Data, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Back Up Data pada Disaster 
Recovery Center (DRC) dan dikelola oleh Dinas dan ditempatkan pada 
lokasi yang jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi. 

(9) Dinas wajib menjaga keberlangsungan layanan Pusat Data selama 7 hari 

x 24 janl dengan menerapkan Service Level Agreement (SLA) secara 

bertahap dan Kepala Dinas dapat membentuk dan menetapkan Tim 

Pengelola Pusat Data yang terdiri dari : 
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a. Penanggungjawab; 
b. Manajer; 
c. Administrator/Helpdesk. 

9 . Ketentuan Pasal 22 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

(1) Pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada System Development Life 
Cycle (SDLC) yang terdiri dari tahapan: 
a . Analisis kebutuhan sistem; 
b. Perancangan sistem; 
c. Pembua tan sistem; 

d . Uji coba sistem; 

e . implementasi sistem; dan 
Pemeliharaan sistem. 

(2) Pcrangkat Daerah membangu n dan mengembangkan aplikasi de gan 
mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan 
memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) erangkat Daerah membangu n dan mengembangkan aplika i yang 
d ilal<ukan oleh Pihal<: Penyedia Barang/Jasa wajib melibatkan Dinas 

eba ai Tim Teknis/Tim Kerja. 

(4) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, pe rangkat daerah 
me b uat dokumentasi sistem meliputi : 
a . Diagram; 
b . Fungsi dan mod ul yang terdapat dalam a plikasi; 
c . Struktur basis dat dan reJa sinya; 
d . Dia am a1ir da ; 
e . User- inter-face dan alurn a; 
f. pes ifikasi teknis aplikasi; 
g. M u ins talas i dan konfigur si; 
h . ual pengguna an aplika sij 
1. P nerapan keamanan sistem. 

(5) Serah terima Pem bangunan aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh 
Penyedia Ba rang/ Jasa dinyatakan sah a pabila telah d ilengkapi dengan 
dokumen teknis laporan pekeIjaan, paling sedikit m emuat: 
a . Dokumen System Development Life Cycle (SDLC) sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2, mencakup al-sitektur proses bisnis, arsitektur 
data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastrukturj 

b . Copy digital sour-ce code; 
c. Dokumen manual menjalankan sistem; 

d . Berita Acara Hasil Uji Coba Sour-ce Code dari Dinas; dan 
e. Dokumen laporan hasi] Uji keamanan (penetration test) oleh Dinas. 
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(6) Semua hak cipta atas pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 
yang dibangun oleh pihak penyedia barang/jasa menjadi milik 

Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh 
Dinas. 

(7) Dinas berhak merniliki hak akses sebagai super admin atas setiap 
aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah. 

(8) Sistem Elektronik/ Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah 
wajib ditetapkan melalui Keputusan Bupati . 

(9) Perangkat Darah wajib melakukan konsultasi terkait penyusunan siklus 
Pembangu nan Aplikasi SPBE dengan Dinas. 

(10) Dinas menjaga keterpaduan dan melaksanakan pengendalian 
Pembangunan Aplikasi SPBE pada perangkat daerah. 

10. Pasal 23 di hapus. 

11. Di an ra Pasa! 29 dan Pasa! 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yalrni as 29A 
ya g berbunyi sebagai berikut: 

Pasa129A 

(1) anajemen keamanan informasi bertujuan untu . menjamin 
keberlangsungan PBE dengan m eminimalkan ampak risiko k am an an 
. formasi. 

(2) anajemen keamanan inform si dilakukan melalui seran k ·an proses 
yang meliputi peneta an ruang lingkup, penetapan penanggu g jawab, 
perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi ki erja, dan perbaikan 
berkelanj utan terhadap keamanan informasi da lam SPBE. 

(3) anajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud a da ayat (2) 
dilaksana kan oleh seluruh Perangkat Daerah berdasarkan pedoman 

m n ajemen keamanan informasi SPBE. 

(4) Dal m pelaksanaan ma najemen keamanan informa i, Perangkat Daerah 
berkoordin a i dan dapat melaku kan kons ultasi de gan Tim Koordinasi 
SPBE. 

12 . Ketentuan Pasa130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasa! 30 

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: 
a. audit Infrastruktur SPBE; 
b . audit Aplikasi SPBE; dan 
c. audit Keamanan SPBE. 

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal 

pokok teknis pada: 
a . penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan 

komunikasi; 
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b . fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi ; 
c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan ; dan 
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. 

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga 
pelaksana Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi pemerintah atau 
lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 
terakreditasi atau auditor tersertifikasi. 

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan 
kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi In[ormasi dan 
Komunikasi. 

(5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (du a) tahun. 

(6) Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh 
Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui K tua Tim 
Ko rdinasi SPBE. 

13. K te tuan Pa 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ; 

Pasal 35 

(1) ntu k meningkatkan keterpadu an pelaksanaan Tata Kelola SPBE, 
anajeme SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komuni a i, serta 

p mantauan dan evaluasi SPBE pada seluruh perangkat daerah, Bupati 
da pat membentuk Tim oordinasi SPBE P meri h Daerah . 

(2) P m entu an Tim Koo d 'nasi SPBE ebagaimana dimaksu p da ayat (1) 
di te pkan den gan Keputusan Bupati. 

(3) Tim Koordin si SPBE Pemerintah Daerah melipu '; 

a. etua ekretaris Daerah; 
b . W '1 et a Asis ten Pemerintahan 

e. Anggi 

Kepala Dinas 
K Pala Bagian Organi si 

Kepala Perangkat Daerah lainnya berdasarkan 
kebutuhan. 

(4) Tim K ordinasi PBE emerintah Daerah menduku g penerapan SPBE 
antar antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar pemeritah 
daerah . 

14. Ketentuan Pasal 37 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 37 

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan 
dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah dan 

dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE. 

'" 
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(2) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh 
Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian mandiri terhadap 
penerapan SPBE secara berkala. 

(3) Hasil penilaian mandiri disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Tim 
Koordinasi SPBE. 

Pasal Jl 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Da rah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundan an d i Singa arna 

pada tan a1n I' e ' 2021 

ALAY 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 11 Mei 202 1 

BERITA DAE AH UPATEN TASIKMALAY TAHUN 2021 NOMOR 27 


